A ey M
{"\! fﬂ";'}j
- -II?-"?)& »

= a% 2

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR | TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf h Peraturan
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah,
Bupati dan Wakil Bupati disediakan biaya penunjang
operasional dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

b. bahwa dengan adanya tambahan biaya penunjang
operasional, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan
Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas
perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Kotawaringin Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1939 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Dipindai dengan CamScanner



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Necgara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor

2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Keuangan
mur Tahun

(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Ti

2008 Nomor 3);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Kewenangan Pemerintah Kabupaten
(Lembaran Daerah Kabupaten

Nomor

Menjadi
Kotawaringin Timur
Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 9);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN  BUPATI  TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PASAL 1

Ketentuan Pasal 10 dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1
Tahun 2015 tentang Biaya Penunjang Opecrasional Bupati dan Wakil Bupati
(Berita Dacrah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 1) diubah

sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Pembagian alokasi biaya penunjang operasional antara Bupati dan Wakil
Bupati ditetapkan sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta
rupiah) untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan sebesar
Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk mendukung

pelaksanaan tugas Wakil Bupati.

PASAL II

Peraturan Bupati inimulaiberlakupadatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
padatanggal 4 Januari 2016

Diundangkan di Sampit
Pada tanggal -f Januari 2016

TIMUR TAHUN 2016
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